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BAB VI 

KESIMPULAN  

6.1 Kesimpulan 

1. Dari hasil penelitian didapat biaya oprasional kendaraan untuk koridor I 

BOK standart Rp. 7.958,09/bus-km , BOK subsidi hibah bus Rp. 

7.116,92/bus-km BOK subsidi BBM Rp. 6.715,30 dan untuk koridor II BOK 

standart Rp. 7.550,11, BOK subsidi hibah bus Rp. 6.775,53, BOK subsidi 

BBM Rp. 6.318,24.  

2. Besaran subsidi pada tahun 2018 untuk koridor I subsidi BBM Rp. 

1,055,968,219.77 /tahun, subsidi penuh Rp. 1,119,121,159.77 /tahun, subsidi 

selisih biaya Rp. 628,919,159.77  dan koridor II subsidi BBM Rp. 

1,090,123,900.87 /tahun subsidi penuh Rp. 1,169,023,480.87 /tahun, subsidi 

selisih biaya Rp. 593,055,980.87. Maka mekanisme subsidi BOK selisih 

oprasional mempunyai kecendrungan untuk diterapkan pada bus Trans 

Sarbagita, karena pemerintah menanggung biaya yang lebih rendah dari 

skema pembiayaan yang lain 
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